SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi,
uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati I Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor
1887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
6); :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.

Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Ponorogo.

 Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Ponorogo.



BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten dibidang perpustakaan dan kearsipan yang dipimpin
oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada kabupaten di bidang perpustakaan dan kearsipan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan urusan perpustakaan dan kearsipan,

b. pelaksanaan kebijakan urusan perpustakaan dan kearsipan;

pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan urusan perpustakaan dan
kearsipan;

. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3), Dinas mempunyai kewenangan :
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a. pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten;
b.

pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten;
pelestarian naskah kuno milik kabupaten;

pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh
Pemerintah Kabupaten;

pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Kabupaten;

pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Kabupaten,
BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1
(satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten,
organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh
masyarakat tingkat kabupaten;

pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional
(SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat
kabupaten;

. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki

retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
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